BAB 111
KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28 TENTANG PERHITUNGAN
IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK SUAMINYA DI PENGADILAN

AGAMA

A. Sekilas Tentang Muktamar NU
1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi jamiiyyah diniyah yang
didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya olehmagek ulama’
yang merupakan kepentingan Islam tradisional, daenat sistem kehidupan
pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktek Istadisional telah tergeser
akibat pesatnya perkembangan modernisme Islanitsaat

Lahirnya Jami'iyyah Nahdlatul Ulama didahului dengheberapa
peristiwa penting. Pertama adalah berdirinya grsiusi di Surabaya pada
tahun 1914 dengan nama “Taswirul Afkar’ yang dipimgH. Wahab
Hasbullah dan KH. Mas Mansyur. Pada tahun 1916 gliskusi ini telah
berkembang dan berubah dengan nama “Nahdlatul Walitk@bangkitan
tanah air). Peristiwa yang lain adalah pembentukamite Hijaz sebagai
utusan ke Arab Saudi guna mengikuti konggres kitilgfada tahun 1976.

Pada akhirnya Maka muncullah kesepakatan untuk restuk
organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (kebangkitama) pada 16

Rajab 1344 H (31 Januari 1926) yang dipimpin olgh. Klasyim Asy’ari

! Greg barton dan Greg Fealy (e@)adisionalisme Radikal : Persinggungan Nahdlatul
Ulama —NegaraYogyakarta : LKiS, 1997, him. xiii

2 Bibit Suprapto, SHNahdlatul Ulama : Eksistensi Peran dan Prospeknyalang : LP.
Ma’arif, 1987, him. 36-37
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sebagai Rais AkbarK.H. Hayim Asy’ari merupakan tokoh pendiri NU, dan
pemikirannya pun paling berpengaruh didalam inteiN&. Dan salah
satunya; pemikirannya rentang bermadzhab, beliamamarkan empat
pilihan bermazhab. Dalam pandangannya yang kemuderadi pandangan
resmi NU. Beliau sendiri telah menetapkan memiliadaab Syafi'i, sebab
madzhab ini dianut oleh sebagian besar bangsa déstondan selalu
mengambil jalan tengah dalam menentulatinbaf) hukum-hukum Islarf.
2. MetodelstinbathHukum NU

Di kalangan NU,istinbath hukum diartikan bukan mengambil
hukum secara langsung dari sumber hukum yangyakhi Al-Qur'an
dan As-Sunnah, tetapi dilakukan dengaentabigkarsecara dinamis nas-
nas yang telah dielaborakigoha’ kepada persoalarwéqi’iyyah) yang
dicari hukumnya.

Istinbath hukum langsung dari sumber primer yang cenderung
kepada pengertian ijtihad mutlabagi ulama NU masih sangat sulit
dilakukan karena keterbatasan-keterbatasan yang angendisadari,
terutama dalam ilmu-ilmu penunjang dan perlengkagang harus
dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara ijtinaldrd batasan mazhab

di samping lebih praktis juga dapat dilakukan ademua ulama NU yang

% Abdul Muchith MuzadiNU dalam Perspektif Sejarah dan AjargSurabaya : Khalista,
2006), him. 36

4 Mujamil Qomar, NU LIBERAL’ Dari Tradisional Ahlusunnah Wal Jamaale K
UNIVERSALISME ISLAMBandung: Mizan, 2002, him 45

® Imam YahyaPinamika ljtihad NU,Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2009, hal. 47.
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telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fikih yasgsuai dengan
terminologinya yang baku.

Secara definitif, NU memberikan aristinbath hukum dengan
upaya mengeluarkan hukwyara’ dengaral-qgawaid al-fighiyyahdanal-
gawaid al-ushuliyyah baik berupaadillah ijmaliyyah (dalil-dalil yang
umum) adillah tafshiliyyah(dalil-dalil yanf rinci) maupuradillah ahkam.
Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan PBifupakan hasil
ijtihad ulama atas nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunyetg sesuai dengan
prinsip-prinsip mujtahid tempo dulu.

Dalam bukuUshul Figih karangan Prof. Muhammad Abu Zahrah,
disebutkan bahwa paling tidak ada enam kriteriaukurttisa menjadi
seorang mujtahid.

1) Menguasai bahasa Arab.

Imam Ghazali mensyaratkan seorang mujtahid haruspua
memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebigsagnberlaku
dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan merekandgehia bisa
membedakan antara ucapan yahgrih, dhohir,danmujmal hakikat
danmajaz yang umum dan khususiuhkamdanmutasyabihmuthlaq
dan muqgayyad.Kriteria yang menjadi persyaratan seperti itu tidak
dapat dipenuhi kecuali oleh seseorang yang tindéexhampuan

berbahasa Arabnya sudah sampai pada derajat iftihad

® Ibid.

"bid., hal. 47-48.

8 Muhammad Abu Zahralyshul al-Figh,Penerj. Saefullah Ma’shum, “Ushul Figh”,
Jakarta: PT Pustaka Firdaus, cet. I, 1994. h&. 56
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2) Mengetahui nasakh dan mansukh dalam Al-Qur’an.

Syarat ini telah ditentukan oleh Imam Syafi'i dal&itab
Ar-Risalah. Para ulama berpendapat bahwa seorang mujtahigs har
mengerti secara mendalam ayat-ayat yang membahtng) hukum
yang terdapat dalam Al-Quran yang jumlahnya kirakada 500
ayat’ Dalam ayat-ayat itu terdapat ayat yakbash dan 'am,
terkandung asbabun nuzul,dan sebagainya termasukasikh dan
mansukh

3) Mengerti hadits.

Mengerti dan memahami hadits adalah hal yang wajib
dipenuhi oleh seorang mujtahid, terutama haditsthad/ang
berhubungan dengan hukum dan harus memahami iimu-ylang
berkaitan dengannya, sepemntiukhtalif hadits(pertentangan hadits),
sebab-sebalwurud (terjadinya) hadits dan sebagairyallmu-ilmu
seperti ini harus bisa dipahami karena terkadamrghbeiberapa hadits
antara yang satu dengan yang lain terlihat sal@rtebtangan, baik itu
bisa dikompromikan maupun yang tidak bisa dikompkam

4) Mengerti letakjma’ dankhilaf.

Seorang mujtahid harus mengerti masalah-masalaly yan

menjadi kesepakatan para ulanjmg’) dan yang menjadi perbedaan

di kalangan ulamakhilaf).

% |bid., hal. 570.
19 Ahmad ZahroJradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Masa'il 192899 Yogyakarta :
LkiS, cet. I, 2004, hal. 109.
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5) Mengetahuqgiyas.

Keharusan seorang mujtahid untuk dapat memaharaingn
giyas dikarenakan peristiwa-peristiwa hukum yang tidaketutkan
dalam nas (Al-Quran dan Hadits) kadang terdapasgmeaanillat
dengan peristiwa yang terdapat dalam nas itu. Qiyesniliki empat
rukun yang harus dipenuhi.

a) Al-Ashl,yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat dalam nas.

b) Al-Far'u, yaitu sesuatu yang hukumnya tidak terdapat dardal
nas.

¢) Hukmul ashl,yaitu hukum syara’ yang terdapat nasnya menurut
ashl dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabtriy{.

d) lllat, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai degarhukum
ashl, kemudian far'u itu disamakan kepadashl dalam hal
hukumnya* Dalam pengertian lain diartikan sebagai sebab yang
menggabungkan pokok (ashl) dengan cabandaya ).*2

6) Mengetahui maksud-maksud hukum.

Maksud-maksud hukum atau sering dikenal dengatahsti

maqashidus syari'alini secara garis besar terdiri atas tiga tingkatan,

yakni dharuriyat (pasti), hajjiyat (kebutuhan), dan tahsinat

(pelengkap}?

1 Abdul Wahab Khalafilmu Ushulul Figh,Penerj. Masdar Helmy, Terj. “llmu Ushul
Figh”, Bandung: Gema Risalah Press, cet. | 1996, hal. 106.

12 A Hanafie,Usul Figh,Jakarta: Widjaya, cet. XII, 1993, hal. 129.

13 Muhamad Abu Zahral@p. Cit.,hal. 575.
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Alasan lain mengapa NU terkesan sangat berhatidaii tidak
mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadagardenerujuk
langsung kepada nas Al-Quran maupun As-Sunnahahdaldanya
pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agslama tidak boleh
terputus dari suatu generasi ke generasi beriku®ghingga, yang perlu
dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik sih pada setiap
generast?

Pengambilan gaul (pendapat imam mazhab) ataupuvajah
(pendapat pengikut mazhab), yang kemudian disebetodra gauly,
merupakan metode utama yang digunakan dalam meayk® masalah
keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fikimgale merujuk
langsung pada teks kitab-kitab imam mazlsadupun kitab-kitab yang
disusun para pengikut mazhampat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan
Hanbali), walaupun dalam prakteknya didominasi olkitab-kitab
Syafi'iyyah'®

Meski demikian, bukan berarti bahwa NU tidak memgtai
ijtihad, tetapi yang dikehendaki hanyalah ijtihadng dilakukan oleh
orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai hitljt&edangkan
orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tatdpk memenuhi
persyaratan mujtahid, lebih batkqlid (mengikuti) kepada ulama yang
memiliki kemampuan berijtihad karena telah mememéisyaratannya.

Bagi NU, taglid tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang laimpa

14 Ahmad ZahroQp. Cit.,hal. 115-116.
% bid., hal. 167.
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mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalpikiran imam

mazhatdalam menggali hukurf.

Keputusan yang merupakan hasil dari kesepakatafadigan NU
mempunyai hirarki dan sifat tersendiri. Ini sesugingan Keputusan
Muktamar NU ke-31 mengenai sistem pengambilan kesaut hukum
Islam dalam bahtsul masail di lingkungan NU.

1. Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan Ndhgy diambil
secara prosedur yang telah disepakati dalam keputirs, baik
diselenggrakan dalam struktur organisasi maupun lwdirnya
mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling ratiian.

2. Suatu hasil keputusan bahtsul masail di lingkungduh dianggap
mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi seteladaltkan oleh
pengurus Besar Syuriyah NU tanpa harus menungguaduxiim
Ulama maupun Muktamar.

3. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Mudas Muktamar
adalah:

a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapka
sebelumnya dan atau

b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan memypi
dampak yang luas dalam segala bidang.

4. Muktamar sebagai forum tertinggi di NU, maka Muk&andapat

mengukuhkan atau menganulir hasil Muhas.

8 |hid., hal. 117.
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Sekilas Tentang Muktamar NU Ke-28 Di Yogyakarta

Pada November 1989 NU menyelenggarakan Muktamayagg
ke-28 di Pondok Pesantren Kiai Ali Ma’shum Krapygng terletak di
pinggiran kota sebelah Selatan Yogyakarta. Padatdviur kali ini lebih
memfokuskan untuk mengevaluasi pengaruh keputusanboBdo
terutama mengenai kembalinya NU ke khitah 1926 kiaerja PBNU
yang dipilih pada tahun 1984.

Sesuai dengan rumusan Muktamar NU ke-27 di Situtokllitah
NU berarti landasan berpikir, bersikap dan bertiidagi NU, baik secara
perorangan maupun secara organisasi. Sedangkamyamgdi landasan
ialah nilai-nilai 1slam Ahlussunnah wal jama’aldan nilai-nilai yang
tumbuh berkembang dari proses kesejarahan NU. mpisag itu, khitah
juga bisa diartikan sebagai garis perjuangan yatgmguh NU. Prinsip
kembali ke khitah 1926 berarti mengembalikan NU kgris
perjuangannya seperti ketika organisasi ini lahitgptahun 1928

Dalam Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulamauta
1983 tentang pemulihan khitah NU 1926, memaknaiakhisebagai
landasan yang dapat dipakai dengan mengambil amti dari cita-cita

dasar didirikannya NU yakni sebagai wadah pengkhtdmyang semata-

Munas,

17 sahal MahfudhSolusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusarktsionar,
dan Konbes NWurabaya : Khalista, cet. Ill, 2007, hal. 714.
18 Martin van Bruinessefraditionalist Muslims in A Modernizing World: Thahdlatul

Ulama and Indonesia’s New Order Politics, factio@anflict and The Search for A New
Discourse Penerj. Farid Wajidi, Terj. “NU Tradisi Relasi-rel&uasa Pencarian Wacana Baru”
Yogyakarta: LkiS, cet. 1ll, 1999, hal. 181.

19 Khoirul Fathoni, Muhammad ZehU Pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan

MuhammadiyahY ogyakarta: Media Widya Mandala, cet. |, 1992, i86-167.
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mata dilandasi niat beribadah kepada Allah SWT.aBemyata, niat
khidmat tesebut terlihat pada awal berdirinya NEpesti mengadakan
hubungan di antara para ulama yang bermazhab, nksedtab-kitab
yang digunakan untuk mengajar agar diketahui apakah kitab
Ahlussunnah wal jama’alatau kitabbid’ah, menyiarkan agama Islam
berasaskan pada mazhab empat dengan jalan yanf Hafa lain
sebagainy&’

Kembalinya NU ke khitah 1926 ini dilandasi adanyebdrapa
faktor yang memaksa diadakannya pemulihan ulardgldingan NU. Ini
tercantum dalam hal-hal yang perlu dipertimbanglatam Keputusan
Munas NU tentang pemulihan khitah NU 1926.

Pertama, dalam kurun waktu yang cukup lama, secara tidak
disadari NU menjadi kurang peka dalam menanggapadéen
perkembangan zaman, khususnya yang menyangkuttkeg@emnumat dan
bangsa. Salah satu alasannya adalah keterlibatarsedbra berlebihan
dalam kegiatan politik praktis yang menjadikan Ndak lagi berjalan
sesuai dengan kelahirannya yang sebggaiiyyahyang ingin berkhidmat
secara nyata kepada agama, bangsa, dan negara.anBaekah
mengaburkan hakikat NU sebagai gerakan yang ditkukleh para
ulama.

Kedug bahwa alim ulama Nahdlatul Ulama sebagai tiarsgnat

jam’iyyah NU menyadari adanya keprihatinan di kalangan NUehOl

20 Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 192Bandung : Risalah, cet. I, 1985, hal. 53-54.
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karena itu, perlu memberikan penegasan, pedomanpdtnjuk demi
kelancaran dan kemaslahatan organisasi sesuai rdemngaksud
kelahiranny&?

Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)ioper
1989-1994 yang berlangsung di hari terakhir Muktake28 tidak luput
dengan suasana yang tegang dan gaduh, namun tet@bart secara
demokratis. Pada akhirnya, dwi tunggal H. AbdurrahrdVahid dan KH.
Achmad Siddiq kembali memimpin NU. Abdurrahman VMdakeérpilih
sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU dan KH. Achmad Sjdderpilih
sebagai Rais Aam Syuriyah PBNU.

a) Susunan Tim Perumus Komisi | Masail Diniyah Muktarid) ke-28
di Yogyakarta
Tim perumus dalam komisi | yakni Komisi Masail Bjiah
menurut Keputusan Muktamar NU No. 03/MNU-28/198%taeg
ittifag hukum mengenai beberapa masalah diniydiatggmrmenjadi dua
sub komisi?®

1) Sub Komisi I/A, yaitu :

1. Ketua : Dr. H. Agil Munawwar MA
2. Wakil ketua : Dr. H. Abdul Muhith Fattah, M.A
3. Anggota : KH. Munzir Tamam, M.A., KH. A. Aziz

Masyhuri, KH. Drs. Shidgi Mudhar, KH. Maimun Zub&iH.

2 bid., hal. 48-49.
22 Khoirul Fathoni, Muhammad Ze®p. Cit., hal. 159.
2 sahal MahfudhQp. Cit, hal. 405.
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Fauzi, KH. Abdullah Mukhtar, KH. Sirazi, KH. ZainAbidin,
dan KH. Asyhari Marzuki.

2) Sub Komisi I/B, yaitu :

1. Ketua : KH. Masyhuri Syahid, M.A

2. Wakil ketua : KH. M. Cholil Bisri

3. Sekretaris : Drs. K. A. Masduqi

4. Anggota : KH. Zainal Abidin, KH. Drs. Nadjib

Hasan, KH. M. Subadar, KH. Yazid Romli, Ustadz Aas¥,
KH. Amin Mubarok, dan KH. Drs. Adzro'i.
b) Masalah-masalah yang Dibahas dalam Muktamar NU 8kedP

Yogyakarta

Pada hari ketiga dalam Muktamar NU di Krapyak, para

peserta dibagi ke dalam empat komisi, salah satawclgdah komisi

fatwamasa'il diniyah.Masalah-masalah yang akan didiskusikan (yang

sebelumnya sudah diseleksi PBNU) sudah dikirim émwsa cabang
sebelum Muktamar. Dengan demikian, para ulama yargn
melibatkan diri dalam diskusi ini dapat mempersapkliri. Kurang
dari 20 ulama yang benar-benar terlibat dalam dis#tiskusi ini,
bahkan mereka dibagi lagi menjadi dua kelompok ywap@rsedia
banyak waktu untuk masing-masing masalah. Masakgatah yang

harus mereka bicarakan terbagi ke dalam empat kellbmyaitu
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masalah ibadah (terutama yang berkaitan dengar), Hagluarga,
kesehatan, dan masalah ekonéi.

Keputusan yang dihasilkan dalam Muktamar NU ke-28 d
Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta gpaanggal
26-29 Rabiul Awal 1410 H (25-28 November 1989 MYlie atas 23
keputusan dengan nomor keputusan 372 sampai 394puid
keputusan tersebut adalah :

1) Tayamum di pesawat dengan menggunakan kursi sedlatjaya.

2) Usaha untuk menangguhkankan haid supaya bisa nesaykdn
ibadahnya.

3) Arisan haji yang jumlah setorannya berubah-ubah.

4) Haji dengan cara mengambil kredit tabungan hajapeg negeri.

5) Nikah antara dua orang berlainan agama di Indonesia

6) Akad nikah dengan maharugaddansebelum akad.

7) Kedudukan talak di pengadilan agama.

8) Sebelum berakhir masa idahnya, ternyata rahim tidasisi janin.

9) Memberi nama anak dengn latdddunyangmudhafselain Allah.

10)Vasektomi dan tubektomi.

11)Menggunakan spiral/lUD.

12)Wasiat mengenai organ tubuh mayit.

13)Tindakan medis terhadap pasien yang sulit diharaplkdupnya.

14)Menjual barang dengan dua macam harga.

24 Martin van BruinesseiQp. Cit.,hal. 216-217.
% sahal MahfudhQp. Cit, hal. 403.
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15)Air bersih hasil proses pengolahan.

16)Mu’amalah dalam bursa efek.

17)Bursa valuta dan kaitannya dengan zakat.
18)Kedudukan hak cipta dalam hukum waris.

19)Nama akad program tebu rakyat intensifikasis.
20)Hasil dari kerja pada pabrik bir dan tempat hiburaksiat.
21)Menghimpun dana kesejahteraan siswa.
22)Mengembangkan macam-macam mekawi.

23)Mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekono

B. Perhitungan Idah Menurut Peraturan Perundangan dan Keputusan
Muktamar NU
1. Perhitungan ldah Menurut Peraturan Perundangan
Hukum Islam dan peraturan yang dibuat oleh suatganae
terkadang tidak berjalan secara beriringan, artikgduanya tidak bisa
bertemu satu sama lainnya. Kadang aturan pemerim@mbolehkan
tetapi dilarang menurut hukum Islam, begitu jugbatignya. Inilah yang
menjadi salah satu problema masyarakat muslim yauggal di negara
non Islam, artinya negara yang tanpa aturan syasiam termasuk
Indonesia.
Salah satu permasalahan tersebut adalah mengermaiupgan
idah. Indonesia telah sedemikian rupa mengatur lafasdah ini dalam

beberapa peraturan yang mengikat bagi setiap weagara.
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Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 P&salyat (3)
maupun di dalam KHI Pasal 152 ayat (4) menyebutianwa, “Bagi
perkawinan yang putus karena perceraian, tenggakguviunggu dihitung
sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunykiiagkan hukum
tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus kdeematian, tenggang
waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”. Kegasaturan tersebut
telah jelas menyatakan bahwa idah itu mulai dilytsaat pengucapan
talak di persidangan.

Bagi yang beragama selain Islam perceraian tepisejak saat
pendaftaran (jadi kalau tidak didaftarkan, dianggddak terjadi
perceraian), tetapi dalam perhitungan masa tunggukudapat kawin
kembali dihitung sejak tanggal putusdrHal ini sesuai dengan PP No. 9
tahun 1975 Pasal 34 ayat (2), “Suatu perceraiamgdap terjadi beserta
segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat peardaiya pada daftar
pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Penketaiali bagi mereka
yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya pot@smgadilan Agama
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetaplamun, dalam hal
ini difokuskan bagi yang beragama Islam di managBdilan Agama
sebagai lembaga yang menjadi penentunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, tidak ada istiledlak dua

ataupun talak tiga dalam satu waktu karena tala@u&eyang dilakukan

26 Andi Tahir,Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama & Bidaymydakarta:
Sinar Grafika, cet. I, 1996, hal. 30.
2" Undang-Undang Perkawinan di Indones&yrabaya : Arkola, tth, hal. 53.
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oleh suami telah melewati proses rujuk terlebihutiaimelalui Pegawai
Pencatat Nikah yang berwenang.

Salah satu asas atau prinsip dalam perkawinan ragelaceraian
itu dipersulit sehingga seorang suami tidak akanjatehkan talak kepada
isteri secara semena-mena. Selain akan merugikaarga terutama bagi
anak-anak dan kaum perempuan, terkadang juga p&wgeritu
menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas démdwaktu yang
cukup panjang. Sayangnya, praktek penjatuhan talak sering
disalahgunakan oleh laki-laf. Untuk itulah aturan-aturan perkawinan
dan segala yang berhubungan dengannya diundangkagam tujuan
untuk mempersulit penjatuhan talak.

Talak tidak lagi boleh dijatuhkan sesuka hati tekeggus memiliki
alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di mukangigengadilan. Itu
pun setelah pengadilan lebih dahulu berusaha meaidlam pasangan
suami isteri. Jika tidak berhasil, maka lebih baikngakhiri kehidupan
keluarga itu dengan cara yang lebih baik dan temhtrDi sinilah letak
arti penting dari firman Allah, fa imsaakun bima’ruufin au tashriihun
bilhsaan. Mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik a
melepaskannya (menceraikannya) dengan cara yakgia’

Perhitungan idah yang dimulai sejak putusnya pefagad
merupakan salah satu alternatif yang dianggajruf dari pada dihitung

mulai penjatuhan talak suami di luar pengadilanshifaun sebelumnya

28 Muhammad Amin Summdajukum Keluarga Islam di Dunia Islardakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005, hal. 177.
2 |bid., hal. 178.
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suami telah berkali-kali mengucapkan talak, namainirii tidak dianggap
karena perundang-undangan Indonesia menganutegsaisas.
0. ay G0 83T I ey dr pals 250
Artinya : “Tiga hal yang dapat terjadi baik dengan sunggumgguh atau
gurauan, yaitu nikah, talak, dan rujuk(Riwayat Abu Daud, al-
Tirmidzi, dan lbnu Majah).

Maksud hadits tersebut tentu saja tidak untuk digainakan,
tetapi untuk memberi rambu agar setiap suami tmkEkboh dan mudah
mengumbar perceraian. Oleh karena itu, sebagangaden hendaknya
kepada suami dapat menahan diri, lebih-lebih padd konflik suami
isteri mencapai situasi kritis dan memilih percanasebagai alternatif.
Jika alternatif itu harus ditempuh, tentunya hadigelesaikan di depan
sidang pengadilan. Ini dimaksudkan agar semua kardé&ukum yang
terjadi memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat
dipertanggungjawabkaar’l.

2. Perhitungan Idah Menurut Keputusan Muktamar NU

NU dalam menanggapi masalah idah, khususnya idalg ya
merupakan akibat dari pengikraran suami terhadtgpi idi Pengadilan
Agama bertolak belakang dengan apa yang telatapkah dalam hukum
positif. Dua poin penting yang perlu dipahami sacarendalam dalam

Keputusan Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta adaldtagei berikut :

30 Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Hadainul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dautijz
VI, Beirut: Darul Fikr, cet. Ill, 1979, hal. 263.

31 Ahmad RofigqHukum Islam di Indonesidakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. I,
1995, hal. 318.



63

a. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar PengadAgama, maka
talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu rpekan talak
yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waldhb ridjiyyah.
Sedangkan perhitungan idahnya dimulai dari jatuhmslak yang
pertama dan selesai setelah berakhirnya idah yarakhir yang
dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebu

b. Jika talak yang di depan Hakim Agama dijatuhkaelaét habis masa
idah atau dalam masa idah bain, maka talaknya diggéthitungkari?

Muktamar NU tidak mensyaratkan bahwa keabsahark taila
harus dilakukan di sidang pengadilan. Hal ini disan karena NU
masih memegang konsep-konsep fikih klasik yangktitlerpengaruh
dengan adanya perundang-undangan yang ada di Bidokleususnya
mengenai penjatuhan talak ini. Yang menarik adal@hgenai ketentuan
perhitungan idah di atas. Dari keputusan tersebpatddipahami bahwa
jilka seorang suami sudah pernah menjatuhkan taddelsn sidang,
misalnya satu bulan sebelum pelaksanaan ikrar @dakidahnya belum
habis, kemudian ketika sidang di Pengadilan Aganaens mengikrarkan
talaknya maka masa tunggu bagi istri yang ditalakagtalah satu bulan
ditambah dengan tiga quru’ jika istri masih terhidsid atau ditambah
tiga bulan jika istri tidak haid. Dan jika terjadijuk, maka itu adalah

kesempatan rujuk yang terakhir.

%2 sahal MahfudhQp. Cit, hal. 418
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Perhitungan idah seperti itu dikarenakan keduak tayang
diucapkan oleh suami dinilai sebagai talak yang selfingga memiliki

dua idah meski di antara dua talak itu tidak dmgglrujuk.

C. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Muktamar NU
Tentang Perhitungan Idah Bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di
Pengadilan Agama

Keputusan-keputusan yang telah diambil oleh MuktaMid dalam
usahanya sebagai wadah pemecahan masalah tidglatedari adanya dasar-
dasar yang dijadikan pijakan yang selalu merekaampggkokoh. Telah
dijelaskan di atas bahwa dalastinbathnya NU selalu merujuk pada kitab-
kitab mazhapkemudian melakukan penggalian atas kitab tersdiukan
menggali Al-Qur’an ataupun Hadits.

Mengenai perhitungan idah ini, NU berpijak pada ditab yang
diambil dari kitab Tuhfatul Muhtajkarangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan
Tarsyih al-Mustafidinkarangan Sayyid Ahmad Assaqgaf yang keduanya

bermazhab Syafi'i.
e ad sy 36 Jb P oS 5 36 3 P36 3 P <3 J6 &y
Bl ohds S g 31 A o5 5 iy i 0 338 535 BL i

(gl A ol 5 0 5T b

% |bnu Hajar Al-HaitamiTuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-ManhaBeirut: Darul kutub Al-
limiyah, cet. I, 2005, hal. 380.
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Artinya : Seandainya (suami) berkata : kamu saya talak kaaya salak
kamu saya talak atau kamu saya talak talak talan di antara
kalimat talak yang berulang-ulang tersebut terdapgahggang
waktu berdiam diri, melampaui jumlah waktu untuknagas atau
berbicara oleh pihak suami atau isteri, maka ketigdimat talak
tersebut dianggap sah, walaupun si suami bermaksefohgai
pengukuhan disertai dengan pemisahan tenggang viekgebut.

o [3 < z-.0 @ ° % z - < -
o 2% w0t e 5 2 %d o gt Ao 2t . F WE o - °, 4 (a5 . -0 °
gs‘s,:“‘@"'“"‘, * ;u':’u‘;‘wh‘wu-)‘m {3 OL 813l (& jard Uis @"’"-‘}"
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Artinya : Seandainya terhimpun dua idah oleh seorang suanmatiap
isterinya, seperti menyetubuhi isterinya yang dikalraj'i atau
talak ba'in, maka cukuplah idah yang paling akharidkeduanya
itu. Si wanita kemudian beridah terhitung sejak esalnya
persetubuhan dan kemudian menjalaninya secara baptasisa
yang pertama".

Penggunaan dua dasar ini tentu tidak lepas dalilama ulama-
ulama NU melakukarstinbath Istinbath hukum dalam perspektif fikihn NU
dapat dilihat pada proses Bahtsul Masail yang dkak oleh Lembaga
Bahtsul Masail (LBM) NU ketika membahas masalahateds aktual l-
masali'il al-fighiyyah al-wagi’iyyalh maupun dalam membahas masalah-
masalah hukum vyang bersifat tematilal-fhasa’il al-fighiyyah al-

maudlu’iyyah.*®

34 Alawi bin Ahmad AssagafTarsyih al-MustafidinSurabaya: An-Nasyir, tth, hal. 347.
3% Ahmad Arifi, Pergulatan Pemikiran Figih “Tradisi” Pola Mazhabrogyakarta : Elsaq
Press, cet. Il, 2010, hal. 193.
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Telah dijelaskan bahwastinbath dalam pengertian penggalian
langsung dari Al-Qur'an dan Hadits masih sulit kiillkan oleh para ulama
NU karena adanya keterbatasan-keterbatasan. Ututiak,i para ulama NU
memandang bahwa melakukastinbath dari hasil istinbath ulama-ulama
terdahulu lebih praktis dan lebih mudah untuk dilkdn. Namun, sebenarnya
para ulama NU dalam memberikan fatwa telah menkdidah-kaidah fikih
dan ushul atau berproses seagaenhajysecara rumit akan tetapi metodologi
ini digunakan untuk menetapkan sesuatu yang talalahs ada hukumnya
yakni di kitab-kitab klasik, dan tidak untuk ment@gdaukum dari sumber
pokoknya (Al-Quran dan Sunnaff).

Dalam prakteknya, LBM NU menggunakan tiga macam oot
istinbathhukum yang diterapkan secara berjenjang. Ketigadegstinbath
ini adalah sebagai berikut :

1) MetodeQauly
Metode ini adalah suatu castinbathhukum yang digunakan oleh
ulama NU dalam Lajnah Bahtsul Masail ketika membkaparsoalan
hukum dengan cara mempelajari masalah yang dihad&etelah
dipelajari, persoalan tersebut kemudian dicarikamapannya pada kitab-
kitab fikih yang menjadi rujukankgtub al mu’tabarah dari empat
mazhab Cara yang ditempuh dalam bahtsul masail melalubdesgauly

ini adalah dengan mengacu dan merujuk langsung padgi teksnya,

36 sahal Mahfudz Bahtsul Masail dan Istinbath dalam Nbittp://bahrudinonline.
netne.net/? pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=133iownload pada tanggal 28 Oktober
2011.
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dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat gadgh “jadi” dalam
lingkup mazhali’

Jika suatu kasus ditemukan lebih dari sgul atauwajah, maka
dilakukantagrir jama’i (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) demi

memilih satugaul atauwajah>®

2) Metodellhaqy
Metode ini ditempuh apabila metodauly tidak dapat dilakukan.
Bila suatu masalah dalam bahtsul masail tidak ditemn jawabannya
secara tekstual pada kitab-kitab mazhaaka langkah yang dilakukan
adalah dengan menyamakan hukum suatu kasus atalamgang belum
dijawab oleh kitab rujukan (belum ada ketetapanmgr)gan kasus atau
masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telddn jawaban atau
ketetapan hukumnyaj.
3) MetodeManhajy
Proses penerapastinbathhukum melalui metode ini setelah tidak
mendapatkan rujukan dari teks dalam kital'tabar dan juga tidak dapat
di-ilhag-kan kepada hukum suatu masalah yang mirip dalarab kit
mu’tabar tersebut. Akhirnya, digunakan jawaban foekaidah fighiyyah
yang relevarf® Namun, metodemanhajyini sebenarnya baru dipakai

ketika dibahas secara intensif pada Muktamar ked28 dikukuhkan

37 Ahmad Arifi, Op. Cit,hal. 202.

3 Munawir Abdul FattahTradisi Orang-orang NUYogyakarta : LKIS Pelangi Aksara,
cet. Ill, 2007, hal. 31.

39 Ahmad Arifi, Op. Cit,hal. 204.

*bid, hal. 207.
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dalam Munas Alim Ulama di Lampung pada tahun 18%ehingga pada
Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta ini belum memaka&tademanhayjy.
Dalam kasus perhitungan idah ini, terdapat dua deetgang
digunakan dalam menetapkan keputusan tersebutankRertkeabsahan
talak yang diucapkan dua kali tanpa diselingi ruyaing berdasar pada
kitab Tuhfatul Muhtaj adalah menggunakan metodgauly, karena
mengambil hukum secara langsung dari kitab tersenja addlhag.
Kedua, dalam menetapkan hitungan idah, NU menggunmaketode
ilhagqy. Hal ini terlihat dalam kitab Tarsyih al-Mustafidin tidak
menyebutkan bahwa idah itu adalah imbas dari diak tekaligus yang
diucapkan oleh suami melainkan imbas dari suamgyafah mentalak

isterinya namun masih disetubuhi.

4! sahal MahfudzLoc. Cit.



